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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dan jelaskan maka 

dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Indragiri Hilir adalah berupa Razia dan sosialiasi secara rutin diseluruh kecamatan di 

Kabupaten Indragiri Hilir Selain itu, Bentuk Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan 

Ketertiban Masyarakat dan Penyakit Masyarakat antara lain: 

a. Pengawasan secara intern dan ekstern 

b. Pembinaann pemilik usaha karaoke, dan  

c. Penertiban terhadap tempat tempat karaoke yang melanggar Peraturan Daerah. 

Efektifitas dalam Pengawasan usaha karaoke oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir bersama Instansi terkait 

dilaksanakan secara efektif dan rutin agar tidak mengganggu ketertiban didalam 

masyarakat. Namun masih ditemukannya beberapa usaha karaoke yang tidak memiliki 

Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan dibiarkan beroperasi hingga dini hari. Jika hal itu 

dibiarkan maka dapat berpengaruh terhadap iklim sosial dan iklim perekonomian yang ada 

di Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Untuk Melakukan Pengawasan Terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan 

Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain: 
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a. Kondisi Geografis 

b. Sumber Daya Manusia 

c. Ketidakpekaan Masyarakat 

d. Penerapan Sanksi Peraturan Daerah 

3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan pengawasan terhadap usaha karaoke 

yang melanggar Peraturan Daerah, yaitu 

a. Melakukan penambahan personil Tim Pengawas 

b. Mengajak Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

c. Sosialisasi Peraturan Daerah 

d. Merevisi Peraturan Daerah 

B. Saran 

1. Diperlukannnya pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih ketat kepada penyelenggara 

usaha karaoke. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penegak hukum yaitu lebih 

sering turun lansung kelapangan  

2. Agar dilakukannya sosialisasi Peraturan Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat 

sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap usaha usaha karaoke tesebut.  

3. Agar dalam pembangunan tempat hiburan terutama karaoke, tidak berdekatan dengan 

Rumah Ibadah untuk terciptanya ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dalam 

melaksanakan beribadah. 

  


